




1.1 Latar Belakang Masalah 
Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang diwajibkan 
kepada seluruh warga negara untuk meningkatkan pembangunan negara. Kegiatan 
kenegaraan sulit untuk dapat dilaksanakan tanpa adanya pajak. Jika dilihat dari 
penerimaan negara dari tahun-tahun yang lalu sampai sekarang, penerimaan 
negara dari sektor pajak menjadi sumber dana utama yang sangat mendominasi. 
Uang pajak tersebut digunakan mulai dari  belanja pegawai sampai dengan 
pembiayaan berbagai proyek pembangunan di Indonesia. 
Dalam sistem perpajakan, peran serta Wajib Pajak (WP) dalam sistem 
pemungutan pajak sangat menentukan tercapainya rencana penerimaan pajak, ini 
dapat dilihat dari tahun ke tahun jumlah WP semakin bertambah namun terdapat 
kendala yang dapat menghambat upaya peningkatan Tax Ratio, kendala tersebut 
adalah kepatuhan WP. Menurut Gunadi (2005) besarnya Tax Gap mencerminkan 
tingkat kepatuhan membayar pajak (Tax Compliance). Oleh sebab itu, kepatuhan 
WP merupakan faktor utama yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak. 
Pajak bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan kehidupan ekonomi 
dan sosial sehingga menuntut adanya perbaikan baik secara sistemik maupun 
operasional. Perbaikan demi perbaikan sistem perpajakan berupa penyempurnaan 
kebijakan dan sistem administrasi perpajakan diharapkan dapat mengoptimalkan 
potensi perpajakan yang tersedia. 
  
Pada tanggal 1 Juli 2016, Presiden Republik Indonesia mengesahkan 
Undang-Undang Tax Amnesty (TA) nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan 
pajak. Munculnya TA ini dilatar belakangi oleh beberapa sebab. Pertama, 
Indonesia memberlakukan TA karena terdapat harta milik warga negara baik di 
dalam maupun di luar negeri yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam 
Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan (PPh). Kedua, TA 
digunakan untuk meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan 
perekonomian serta kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan 
kewajiban perpajakan, dan ketiga karena kasus Panama Papers. 
Kebijakan TA tidak hanya diterapkan di Indonesia tetapi  banyak 
digunakan di negara-negara di dunia, seperti Malaysia, Singapura, Argentina, 
Pakistan, Fiji, Thailand dan lain-lain. Didalam pelaksanaannya ada beberapa 
negara yang memberi target penerimaan pajak yang harus dicapai dengan adanya 
TA ini, seperti Argentina memberi target penerimaan pajak yang harus dicapai 
adalah 500 Milliar Dollar AS, negara Pakistan dengan meletakkan target 
penerimaan pajaknya sebesar 29,6 Juta Dollar AS, sedangkan Brazil  juga 
menerapkan kebijakan TA mematok target penerimaan pajaknya 150 Milliar 
Dollar AS, di negara Thailand memberikan target penerimaan pajaknya sebesar 14 
Milliar Dollar AS, sedangkan Trinidad dan Tobago memberi target penerimaan 
pajaknya yang harus dicapai adalah sebesar 1,8 Milliar Dollar AS. Tetapi negara 
Gibraltar, Israel, Malaysia, Rusia, India, Fiji, Korea Selatan, dan Honduras tidak 
memberikan target penerimaan pajak yang harus dicapai dalam pelaksanaan 
kebijakan TAnya (www.lembagapajak.com). 
  
Indonesia pada TA kali ini memberikan target yang harus dicapai oleh 
Dirjen pajak adalah sebesar 160 Trilliun Rupiah. Jika tercapai target tersebut 
maka rasio pajak Indonesia yang saat ini masih dibawah 11% dapat meningkat di 
atas 11% atau setara dengan rasio pajak di negara-negara Asia Tenggara yaitu 
kisaran 14% (www.lembagapajak.com).  
Penelitian-penelitian tentang TA sudah banyak dilakukan oleh peneliti luar 
negeri. Alm dan Beck (1993) dalam jurnalnya yang berjudul Tax Amnesties and 
Compliance in The Long Run: a Time Series Analysis mengatakan bahwa 
masyarakat yang mendukung kebijakan TA berpendapat bahwa kepatuhan WP 
akan meningkat setelah kebijakan TA jika diikuti dengan upaya penegakkan 
hukum yang lebih baik dan pelayanan pajak yang lebih baik pula. Pendukung 
yang kontra dengan adanya TA berpendapat bahwa TA mungkin akan 
menurunkan kepatuhan WP, hal ini dikarenakan WP yang jujur melihat adanya 
ketidakadilan dengan adanya TA tersebut, dan WP yang curang akan tetap 
melakukan kecurangan dengan asumsi mereka mengharapkan adanya TA 
dikemudian hari. Peneliti sebelumnya Alm dan Beck (1990) melakukan penelitian 
yang berjudul Amazing Grace: Tax Amnesties and Compliance dan  hasilnya 
membuktikan bahwa rata-rata tingkat kepatuhan turun setelah adanya TA. Tidak 
hanya Alm dan Beck saja yang meneliti tentang TA, tetapi juga Ritsema, dkk 
(2003) dengan judul Economic and Behavioral Determinants of Tax Compliance: 
Evidence From The 1997 Arkansas Tax Penalty Amnesty Program, dimana 
hasilnya tiga kelompok WP yaitu Intentionally noncompliance taxpayers, 
Unintentional noncomplaint taxpayers dan  netral, dan hasil berikutnya juga 
mengungkapkan bahwa motivasi WP berbeda disetiap kelompok dan semua 
  
pembayar pajak tidak memiliki faktor motivasi yang sama. Laborda dan Rodrigo 
(2003) dengan judul Tax Amnesties and Income Tax Compliance: The Case of 
Spain, hasil dari penelitian tersebut menunjukan bahwa kebijakan TA tidak 
berpengaruh pada pengumpulan pajak  baik dalam jangka pendek maupun jangka 
panjang. 
Penelitian-penelitian terdahulu banyak meneliti tentang pengaruh 
kebijakan TA terhadap tingkat kepatuhan WP (Tax Compliance) dan pada 
umumnya membuktikan bahwa kebijkan TA akan menaikkan kepatuhan WP 
untuk jangka pendek saja dan tidak akan berpengaruh terhadap kepatuhan jangka 
panjang, untuk itu penelitian ini akan membuktikan pengaruh kebijakan TA di 
Indonesia khususnya di Kota Padang, terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak 
Orang Pribadi (WPOP). Studi empirisnya dilaksanakan pada KPP Pratama Padang 
Dua. 
1.2 Rumusan Masalah 
Rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana pengaruh kepatuhan pendaftaran WPOP baru di KPP Pratama 
Padang Dua sebelum dan sesudah TA periode kedua? 
2. Bagaimana pengaruh kepatuhan pelaporan SPT Tahunan PPh WPOP non 
Karyawan di KPP Pratama Padang Dua sebelum dan sesudah TA periode 
kedua? 
3. Bagaimanakah kontribusi kebijakan TA terhadap kepatuhan pendaftaran 
WPOP baru? 
4. Bagaimanakah kontribusi kebijakan TA terhadap kepatuhan pelaporan 
SPT Tahunan PPh WPOP non Karyawan? 
  
1.3 Batasan Penelitian 
Penelitian ini memiliki beberapa batasan masalah yaitu : 
1. Kepatuhan yang diteliti pada penilitian ini adalah kepatuhan pelaporan dan 
kepatuhan pendaftaran WPOP baru. 
2. Kepatuhan pelaporan yang diteliti disini adalah kepatuhan pelaporan SPT 
Tahunan PPh WPOP non Karyawan. 
3. Periode kebijakan TA yang diteliti disini adalah Kebijakan TA periode 
pertama dengan tarif 2% dan periode kedua dengan tarif 3%. 
4. Tahun pembanding  tingkat kepatuhan, hanya 1 tahun sebelum TA yaitu 
data tahun 2015. 
1.4 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris: 
1. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan TA terhadap kepatuhan 
pendaftaran WPOP baru di KPP Pratama Padang Dua. 
2. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan TA terhadap kepatuhan pelaporan 
pajak WPOP non Karyawan atas SPT Tahunan PPh di KPP Pratama 
Padang Dua. 
3. Untuk mengetahui kontribusi kebijakan TA terhadap kepatuhan 
pendaftaran WPOP baru 
4. Untuk mengetahui kontribusi kebijakan TA terhadap kepatuhan pelaporan 





1.5 Manfaat Penelitian  
Manfaat penelitian ini adalah untuk : 
1. Bagi KPP Pratama Padang Dua. 
Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi bagi KPP 
Pratama Padang Dua untuk menghadapi TA selanjutnya. 
2. Bagi Akademis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam 
melakukan penelitian-penelitian yang berhubungan dengan topik TA. 
3. Bagi Penulis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis 
mengenai pengaruh kebijakan TA terhadap tingkat kepatuhan WPOP. 
1.6 Sistematika Penulisan 
Penelitian ini dikelompokan menjadi 5 bab, yaitu bab pendahuluan, bab 
landasan teori, bab metodologi penelitian, bab hasil penelitian dan pembahasan 
dan bab penutup 
Bab satu pendahuluan menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, 
batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitiandan sistematika penulisan. 
Bab landasan teori ini menjelaskan landasan teori yang digunakan dalam 
penelitian yang meliputi tinjuan pustaka, penelitian terdahulu, dan alur pemikiran. 
Bab metodologi penelitian ini terdiri atas desain penelitian, populasi dan 
sampel penelitian, definisi operasional dan variabel penelitian, data dan metode 
pengumpulan data, serta metode analisis. 
Bab hasil penelitian dan pembahasan ini berisikan gambaran umum KPP 
Pratama Padang Dua, deskripsi data, kepatuhan sebelum dan sesudah TA, analisis 
  
kontribusi kebijakan TA terhadap kepatuhan WPOP serta pendapat WP terhadap 
kebijakan TA. 
Bab penutup ini terdiri atas kesimpulan, keterbatasan dan kendala penelitian 
dan  saran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
